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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam

mengendalikan pemanfaatan air tanah oleh Badan Lingkungan Hidup dan

Dinas Pekerjaan umum secara umum sudah dilaksanakan dengan baik

namun belum optimal. Badan Lingkungan Hidup telah melakukan upaya

konservasi dengan cara mewajibkan pengusaha hotel untuk melakukan

upaya-upaya pelestarian seperti membuat sumur resapan atau lubang

biopori guna meningkatkan potensi air tanah. Namun upaya ini masih

terkendala kerena Badan Lingkungan Hidup tidak memfasilitasi hotel

dengan menyediakan alat untuk membuat sumur resapan atau lubang

biopori.

Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan sesuai dengan

kewenangannya sebagai lembaga teknis melakukan pemberian

rekomendasi teknis kepada Walikota Denpasar mengenai penyelenggaraan

perijinan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah di Kota Denpasar,

cekungan air tanah Kota Denpasar termasuk ke dalam cekungan air tanah

Denpasar – Tabanan dan juga memberikan rekomendasi teknis yang berisi

persetujuan atau  penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi

air tanah.
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Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengendalian pemanfaatan

air tanah oleh hotel di Kota Denpasar berupa kurang intensifnya sosialisasi

mengenai dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan,

tidak adanya regulasi dari Pemerintah Kota Denpasar yang memberikan

sanksi yang tegas bagi yang melanggar perijinan air tanah dan kesadaran

yang kurang dari masyarakat yang menggunakan air tanah karena air tanah

itu di anggap gratis.

Kendala-kendala lainnya seperti kurangnya sumber daya manusia

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam mengendalikan

pemanfaatan air tanah oleh hotel dan masih terjadinya pencurian air tanah

yang dilakukan oleh oknum pengusaha juga menjadi masalah yang sangat

serius dan harus segera diselesaikan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Denpasar

Sosialisasi dampak negatif dari pemanfaatan air tanah yang

berlebihan harus dilakukan secara intensif sehingga menumbuhkan

kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan sumber

daya air khususnya air tanah. Pemerintah Kota Denpasar harus segera

membuat regulasi yang tegas di bidang pemanfaatan air tanah guna

memberikan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran terhadap

pemanfaatan air tanah.

2. Bagi Hotel
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Hotel sebaiknya lebih memelihara kualitas dan kuantitas sumber

daya air dengan membuat sumur resapan atau lubang biopori. Tidak ada

alasan bagi hotel mengenai tidak tersedianya alat untuk membuat sumur

resapan atau lubang biopori.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus sadar akan pentingnya kemanfaatan sumber

daya air khusunya air tanah bagi generasi yang akan datang dan dampak

negatif dari pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Oleh karena itu

dibutuhkan peran serta masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan

air tanah.
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